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SINOPSIS

Reformasi administrasi publik di tingkat nasional dan daerah berimplikasi
pada terjadinya perubahan peran, beban tugas, fungsi serta struktur organisasi
yang mewadahinya. Penyesuaian kelembagaan merupakan salah satu subtansi
yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata
dan bertanggungjawab, oleh sebab itu sebagai lembaga publik di tingkat lokal
Pemerintah Propindi Daerah Istimewa Yogyakarta dihadapkan pada keinginan
untuk melakukan reorientasi dan reorganisasi sistem manajemen Pemerintahan
Daerah yang dapat mendorong proses pelembagaan dan pemberdayaan organisasi.

Berdasarkan pada latar bekang tersebut maka dalam penelitian ini
mengambil judul tentang “Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Organisasi
Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2003 (Studi Kasus Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”.
Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi Kebijakan
Restrukturisasi Organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2003 di Propinsi Daecrah Istimewa Yogyakarta ?. Untuk dapat menjelaskan dan
menggambarkan secara obyektif perumusan masalah di atas, penulis
menggunakan metode penelitian diskriptif dan teknik pengumpulan data berupa
wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik analisa yang digunakan
adalah teknik analisa kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mulai tahun 2004 telah dibentuk
struktur organisasi Pemerintah Propinsi DIY yang baru berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah,
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 12 Dinas, 8§ Badan, 3
Kantor, sebagaimana hal ini telah tercermin dalam Peraturan Daerah Nomor 1,2
dan 3 Tahun 2004 Propinsi DIY. Secara garis besar untuk efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan penataan kelembagaan
belum sepenuhnya mengacu kepada Peraturan PP Nomor 8 Tahun 2003.
Restrukturisasi organisasi Pemerintah DIY berdasarkan kepada Konteks kebijakan
yang meliputi kekuasaan, kepentingan dan strategi, serta kiirakteristik organisasi
dan kepemimpinan, didukung ketaatan dan ketanggapan para aparat pelaksana.
Selain itu terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala seperti keterbatasan
dana, sarana dan prasarana, serta manajemen sumber daya manusia yang belum
berjalan belum optimal, khususnya dalam penataan personil daerah.

Agar implementasi kebijakan restrukturisasi dapat berjalan secara optimal
maka perlu didukung dengan adanya sumber dana serta sarana dan prasarana yang
cukup dengan jalan menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah
serta pengadaan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang digunakan
dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
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